Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Sel

[

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur XX tahun, agama lIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX,
Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, sebagai

Penggugat;
melawan

XXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX,

Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2024
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 08

Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
menurut syari'at agama Islam pada tanggal 19 September 2020 di Dusun
Dasan Tereng, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten
Lombok Timur. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku
nikah;
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2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bernama
Suhir Ayah Kandung Penggugat dan dihadiri saksi nikah masing-masing
bernama Suhaedi dan Tahar dengan maskawin berupa Emas 2 Gram
(tunai);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan
Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada
pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan
untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak
pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan
Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
membina rumah tangga dan tinggal bersama Dusun Dasan Tereng, Desa
Tirtanadi, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur yakni rumah
kediaman orang tua Tergugat serta telah kumpul layaknya suami istri dan
dikaruniai 1 orang keturunan: Danil Prayuda, laki-laki, tempat tanggal lahir,
Tirtanadi, 23 Juni 2021, (ikut Penggugat);

6. Bahwa sejak Maret 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan;

a) Tergugat diketahui sering meminum-minuman keras (Mabuk) sehingga
Penggugat kecewa dengan Tergugat;

b) Tergugat diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita
lain yang menyakiti hati Penggugat;

c) Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya
pada bulan Maret 2023, yang berakibat Tergugat menyerahkan Penggugat
kepada orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
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8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi
tidak berhasil;

10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan
akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu
pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka
perceraian;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu/Miskin sebagaimana
Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa
Tirtanadi Nomor: 140/754/DS.TNDI/2024, tertanggal 19 Juni 2024 dan telah
dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tanggal 19 September 2020 di Dusun Dasan Tereng,
Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur. dalam
rangka penyelesaian perceraian;

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat

(XXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
SUBSIDAIR
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Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas
Nomor 1116/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 13 Agustus 2024 dan 03 Sepptember
2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat tidak pernah hadir kembali pada agenda sidang
selanjutnya sebanyak 2 kali secara berturut turut meskipun telah diperintahkan
oleh majelis hakim untuk hadir;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir kembali
pada agenda sidang selanjutnya sebanyak 2 kali secara berturut turut sehingga
sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022
Kamar Agama angka 5 huruf (a) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,
maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas
nama Penggugat, Nomor 635/KPA.W22-A3/HK2.6/X/2024 tanggal 07 Agustus
2024, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini dan
berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama

Selong tanggal 07 Agustus 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat
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Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2024;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Selong tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy
sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.l., M.H. dan Nurul I'Anatul
Fajriah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Multazam, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya

Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Fatkun Qorib, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.l., M.H. Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.
Panitera Pengganti

Multazam, S.H.
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